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Abstract

This study analyzes the relationship between community participation and the role of the Village
Consultative Body (BPD/Badan Permusyaratan Desa) in the governance of disadvantaged village
development. Using a qualitative approach with a case study design, the research was conducted on two
disadvantaged villages, namely Cinoyong Village (Pandeglang) and Pasindangan Village (Lebak) which
were selected purposively based on institutional characteristics and variations in community participation
patterns. Data were collected through in-depth interviews, observations, FGDs, and village document
reviews, then analyzed using Miles and Huberman's interactive model. The results of the study show that
the effectiveness of village governance is highly determined by the quality of interaction between BPD
capacity and community participation. Villages with BPD that have high technical capacity, diverse social
representation, and a balanced relationship with the Village Head are able to encourage more deliberative
and inclusive community participation. On the other hand, the limitations of BPD human resources, the
dominance of local elites, and weak documentation of aspirations cause community participation to tend
to be instrumental and do not significantly affect policies. This study emphasizes that strengthening the
governance of disadvantaged villages requires synergy between increasing the capacity of BPD, providing
an inclusive participation mechanism, and improving power relations at the village level. These findings
make a conceptual contribution to the study of village governance and offer policy directions to strengthen
the sustainable development of disadvantaged villages.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tata Kelola Desa,
Pengembangan Desa Tertinggal
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PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari agenda pembangunan
nasional yang menekankan pemerataan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan
kelembagaan (Winarwan, 2021; Sanapiah & Nugroho, 2019; Pujiningsih, 2019). Desa
sebagai unit pemerintahan terdepan memegang peranan strategis dalam
menyediakan layanan publik, memperkuat basis ekonomi, serta memastikan
masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada
kehidupan masyarakat desa (Lindawaty, 2023 dan Simanjuntak et al., 2025). Dalam
konteks global, pembangunan desa berkaitan erat dengan agenda Sustainable
Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 11 tentang pembangunan permukiman
yang inklusif dan tujuan 16 tentang tata kelola pemerintahan yang partisipatif,
responsif, dan akuntabel. Keduanya menekankan pentingnya partisipasi warga dan
institusi lokal sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan
(Raahim, 2021). Di Indonesia, mandat penguatan desa semakin diperkuat melalui
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan
lebih besar kepada desa untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat berdasarkan prinsip self-governance dan local wisdom.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua desa memiliki kapasitas
yang sama dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Desa tertinggal, yang
umumnya berada dalam kondisi sosial-ekonomi terbatas, menghadapi permasalahan
yang lebih kompleks dibandingkan desa berkembang atau desa mandiri (Widjayanti
et al., 2025; Puspasari, 2016). Keterbatasan akses infrastruktur, rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat, minimnya kapasitas kelembagaan, serta keterbatasan
sumber daya ekonomi membuat pembangunan di desa tertinggal kerap berjalan
lambat (Arafat et al., 2025; Masnun & Sepiyah, 2024; Di sinilah partisipasi masyarakat
dan peran lembaga representatif desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
memegang peranan penting (Hidayat, 2023; Tohawi, 2025). Partisipasi masyarakat
bukan hanya sekadar kehadiran warga dalam musyawarah, tetapi merupakan
keterlibatan aktif dalam perumusan rencana pembangunan, pengawasan
penggunaan anggaran desa, serta evaluasi capaian program pembangunan.
Partisipasi yang kuat menjadi penggerak bagi terwujudnya tata kelola desa yang
responsif dan berkelanjutan (Hatu et al., 2024; Suryani & Rahayu, 2025).

Di sisi lain, BPD memegang fungsi strategis dalam tata kelola pemerintahan
desa. Sebagai lembaga representatif, BPD bertugas menjalankan fungsi legislasi desa,
memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan, dan melakukan pengawasan terhadap
pemerintah desa (Tohawi, 2025; Astono, 2023). Fungsi ini menempatkan BPD sebagai
aktor sentral dalam wvillage governance yang idealnya menjadi penjaga akuntabilitas
sekaligus fasilitator partisipasi warga (Vikra, 2025; Kholif et al., 2025; Kholif et al.,
2025; Deny & Khasna, 2022). Keberadaan BPD menjadi semakin penting dalam
konteks desa tertinggal, di mana ketimpangan informasi antara pemerintah desa dan
masyarakat sering kali lebih besar, dan kapasitas warga untuk berpartisipasi masih
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terbatas. Dengan kata lain, BPD berpotensi menjadi institutional bridge yang
menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan desa (Tohawi,
2025; Subiyanto & Agustina, 2024).

Meski demikian, literatur menunjukkan bahwa sebagian besar desa di
Indonesia menghadapi permasalahan dalam mengoptimalkan peran BPD. Penelitian
terdahulu mengungkap bahwa BPD sering kali kurang memiliki kapasitas teknis
dalam memahami regulasi, membaca dokumen anggaran, maupun melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Tidak jarang BPD hanya berfungsi
sebagai lembaga formalitas yang memberikan persetujuan administratif tanpa
memperhatikan substansi kebijakan (Tohawi, 2025; Hay et al., 2024; Servatius et al.,
2025). Dalam kasus lain, hubungan yang tidak seimbang antara BPD dan Kepala Desa
menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan efektif, sementara partisipasi
masyarakat terhambat oleh budaya paternalistik, dominasi elite, serta rendahnya
tingkat literasi warga terhadap isu pembangunan (Syafiuddin et al., 2025; Mahpudin,
2023; Elfira & Frinaldi, 2025 Kayupa et al, 2025). Berbagai persoalan tersebut
menunjukkan bahwa tata kelola desa sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial,
politik, dan kelembagaan yang bersifat lokal.

Keterkaitan antara partisipasi masyarakat dan peran BPD memberikan dasar
argumentasi bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam analisis tata kelola desa.
Partisipasi masyarakat membutuhkan saluran representasi formal, sementara BPD
membutuhkan dukungan partisipasi warga untuk menjalankan mandatnya secara
legitimate dan efektif (Tohawi, 2025; Tohawi, 2025)). Interaksi keduanya menjadi
kunci terwujudnya responsive governance, yaitu tata kelola yang mampu
menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
secara langsung. Kerangka ini menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai
penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai aktor yang memiliki voice dalam
proses tata kelola desa.

Meskipun demikian, kajian akademik mengenai hubungan antara partisipasi
masyarakat dan peran BPD masih terbatas. Sebagian besar penelitian memfokuskan
perhatian pada satu aspek saja (apakah hanya partisipasi masyarakat atau hanya
kinerja BPD) tanpa mengkaji interaksi keduanya secara simultan dan komprehensif
(Suryani & Rahayu, 2025; Yunita & Rasmini, 2020). Penelitian tentang partisipasi
masyarakat banyak menyoroti faktor internal masyarakat seperti budaya, literasi, dan
motivasi, tetapi jarang menyoroti peran kelembagaan desa sebagai faktor yang
memperkuat atau melemahkan partisipasi tersebut (Rukayat & Harits, 2022;
Kusmayad et al., 2024). Sebaliknya, penelitian mengenai BPD lebih banyak menyoroti
aspek regulasi atau struktur organisasi (Assiddiq et al., 2023; Junaidi et al., 2023;
Agustina et al., 2024; Subiyanto & Agustina, 2024), tetapi jarang menganalisis
bagaimana partisipasi masyarakat memengaruhi legitimasi dan kualitas fungsi BPD.
Kurangnya penelitian yang menghubungkan kedua aspek ini membuka ruang bagi
kontribusi ilmiah yang lebih mendalam.
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Selain itu, penelitian tentang BPD dan partisipasi masyarakat pada desa maju
atau berkembang jauh lebih banyak dibandingkan kajian pada desa tertinggal.
Padahal, desa tertinggal memiliki kompleksitas tersendiri yang layak menjadi
perhatian akademik. Tantangan struktural seperti kemiskinan absolut, keterisolasian
geografis, minimnya infrastruktur dasar, serta lemahnya kapasitas kelembagaan
membuat dinamika partisipasi dan kinerja BPD di desa tertinggal tidak dapat
disamakan dengan konteks desa lainnya (Syafiuddin et al., 2025; Kurniawan &
Mashur, 2017; Tohawi, 2025)). Dengan demikian, terdapat kebutuhan penting untuk
menggali lebih jauh bagaimana partisipasi masyarakat dan peran BPD saling
mempengaruhi dalam konteks desa tertinggal.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi
kekosongan kajian (research gap) dalam studi tata kelola atau manajemen desa.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana
partisipasi masyarakat dan peran BPD berinteraksi dalam menciptakan tata kelola
pembangunan yang responsif di desa tertinggal. Pertanyaan penelitian yang diajukan
mencakup: bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
tertinggal? Bagaimana BPD menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan
penyaluran aspirasi dalam konteks desa tertinggal? Bagaimana hubungan antara
partisipasi masyarakat dan peran BPD memengaruhi responsivitas tata kelola desa?
Dan faktor apa saja yang menentukan kekuatan atau kelemahan hubungan tersebut?

Tujuan penelitian adalah, pertama, mendeskripsikan tingkat dan bentuk
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tertinggal. Kedua, menganalisis
peran BPD dalam tata kelola desa, termasuk fungsi legislasi, pengawasan, dan
representasi aspirasi. Ketiga, menilai hubungan antara partisipasi masyarakat dan
peran BPD dalam mewujudkan pembangunan desa yang responsif. Keempat,
mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi interaksi
keduanya. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran
mendalam mengenai dinamika tata kelola desa tertinggal.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis sekaligus praktis. Secara teoretis,
penelitian ini memperluas literatur tentang local governance, participatory development,
dan village institutions dengan menempatkan hubungan antara partisipasi masyarakat
dan peran lembaga representatif desa sebagai fokus analisis. Penelitian ini juga
menegaskan pentingnya kerangka responsive governance dalam menganalisis
pembangunan desa, terutama desa tertinggal. Secara empiris, penelitian ini
memberikan bukti lapangan yang kaya dari konteks desa tertinggal —lokasi yang
jarang dikaji secara mendalam dalam studi governance. Secara praktis, hasil
penelitian dapat menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah daerah, kementerian
terkait, dan lembaga pendamping desa untuk merumuskan strategi penguatan
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partisipasi masyarakat dan pemberdayaan BPD melalui pelatihan, mekanisme
dokumentasi aspirasi, serta pembentukan forum komunikasi yang lebih inklusif.

METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus

(Staa & Boer, 2014) untuk menganalisis hubungan antara partisipasi masyarakat dan
peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tata kelola pembangunan desa
tertinggal. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam
pengalaman, persepsi, serta dinamika sosial-kelembagaan di tingkat desa. Dua desa
tertinggal dipilih sebagai lokasi penelitian, yaitu Desa Cinoyong (Kabupaten
Pandeglang) dan Desa Pasindangan (Kabupaten Lebak). Pemilihan dilakukan secara
purposive karena kedua desa memiliki karakteristik kelembagaan BPD dan pola
partisipasi masyarakat yang berbeda, sehingga relevan untuk analisis komparatif.
BPD Cinoyong didominasi anggota berpendidikan SMA dengan latar profesi petani
dan wiraswasta, sedangkan BPD Pasindangan memiliki anggota lebih beragam,
berpendidikan tinggi (S1-52), dan berusia produktif.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara mendalam dengan anggota BPD, Kepala Desa, perangkat desa,
tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok perempuan, pemuda, serta petani.
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman dan
pengalaman mereka terkait partisipasi masyarakat dan fungsi BPD dalam
pembangunan desa. Data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap
musyawarah desa, proses pengawasan pembangunan, serta interaksi antara BPD dan
pemerintah desa. Selain itu, Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan untuk
mengenali persepsi kolektif masyarakat mengenai peran BPD dan inklusivitas
partisipasi warga. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen desa, seperti
RPJMDes, RKPDes, APBDes, peraturan desa, laporan kinerja BPD, laporan tahunan
desa, serta literatur akademik terkait tata kelola desa dan partisipasi masyarakat.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan
relevansi peran dan keterlibatan dalam pembangunan desa, di antaranya Ketua,
Sekretaris, dan anggota BPD; Kepala Desa dan perangkat desa; tokoh masyarakat dan
tokoh agama; kelompok perempuan; pemuda; petani; serta masyarakat umum.
Teknik snowball sampling digunakan untuk memperoleh informan tambahan yang
dapat memberikan informasi yang lebih spesifik.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman (Miles,
et al. 1996) reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Baltaci, 2017).
Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi sesuai
tema penelitian, seperti tingkat partisipasi masyarakat, fungsi BPD, hubungan BPD
dengan Kepala Desa, dan hambatan kelembagaan. Data yang telah direduksi
kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik dan matriks komparatif kedua desa
untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan tata kelola pembangunan desa.
Kesimpulan ditarik secara induktif melalui interpretasi data lapangan yang dikaitkan
dengan teori partisipasi dan wvillage governance. Validitas data dijaga melalui
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triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking, serta audit trail yang
mendokumentasikan proses penelitian secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variasi Partisipasi Masyarakat di Desa Tertinggal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat
di Desa Cinoyong dan Desa Pasindangan memiliki perbedaan yang cukup mencolok,
yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan warga, dinamika sosial, serta kapasitas
lembaga desa. Di Desa Cinoyong, partisipasi masyarakat lebih banyak muncul dalam
bentuk gotong royong, kehadiran dalam musyawarah desa, serta keterlibatan dalam
kegiatan pembangunan fisik. Partisipasi tersebut bersifat praktis-instrumental, yaitu
dilandasi kebutuhan langsung seperti perbaikan jalan desa, pembangunan fasilitas
umum, atau kegiatan sosial. Namun, partisipasi deliberatif yang meliputi perumusan
gagasan, penilaian alternatif program, dan pengawasan anggaran, masih terbatas
karena dominasi tokoh tertentu dan rendahnya literasi perencanaan di tingkat warga.

Sebaliknya, Desa Pasindangan menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat
yang lebih bervariasi dan melibatkan kelompok sosial yang lebih beragam. Warga
tidak hanya hadir dalam musyawarah, tetapi juga aktif dalam diskusi tentang
prioritas pembangunan, memberikan masukan dalam penyusunan RPJMDes, serta
terlibat dalam program kepemudaan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan
lingkungan. Kelompok pemuda dan perempuan terlihat lebih kuat dalam
menyampaikan aspirasi, terutama terkait isu pendidikan anak, kegiatan PAUD,
kebersihan lingkungan, serta kegiatan UMKM. Kondisi ini mencerminkan hubungan
yang lebih kondusif antara kapasitas sosial masyarakat dan kelembagaan BPD.
Temuan tersebut menguatkan teori bahwa partisipasi masyarakat di desa tertinggal
sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan kemampuan warga mengakses forum
deliberatif. Desa dengan kapasitas kelembagaan lebih matang cenderung memiliki
partisipasi yang lebih inklusif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di desa
tertinggal tidak hanya ditentukan oleh motivasi warga, tetapi juga oleh kapasitas
institusi yang mengelola proses partisipatif. Desa Pasindangan, yang memiliki BPD
dengan kompetensi lebih baik, memperlihatkan bentuk partisipasi masyarakat yang
lebih deliberatif, yaitu keterlibatan warga dalam analisis masalah, penentuan prioritas
pembangunan, hingga pengawasan program. Hal ini sejalan dengan teori deliberative
democracy yang menyatakan bahwa kualitas partisipasi meningkat ketika warga
memiliki akses terhadap forum diskusi yang terstruktur dan inklusif (Dryzek, 2000).

Sebaliknya, di Desa Cinoyong partisipasi masyarakat lebih bersifat instrumental
dan berorientasi pada kebutuhan praktis. Partisipasi seperti ini cenderung didorong
oleh manfaat langsung, seperti pembangunan jalan atau kegiatan gotong royong, dan
kurang melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini
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konsisten dengan penelitian Arnstein (1969) yang membedakan partisipasi simbolik
(tokenism) dengan partisipasi bermakna (citizen power). Dalam konteks Cinoyong,
partisipasi cenderung berada pada tingkat tokenisme karena keterbatasan kapasitas
warga dan minimnya fasilitasi institusi desa.

Peran BPD dalam Fungsi Legislasi

BPD memiliki fungsi legislasi untuk membahas dan menyepakati Peraturan
Desa bersama Kepala Desa. Di Desa Cinoyong, fungsi legislasi BPD cenderung
berjalan secara normatif. Anggota BPD mengikuti mekanisme perumusan dan
pembahasan Perdes, namun belum mampu memberikan analisis mendalam terkait
dokumen RPJMDes, RKPDes, atau APBDes. Faktor pendorongnya adalah
homogenitas pendidikan anggota BPD (umumnya lulusan SMA), usia mayoritas di
atas 46 tahun, serta keterbatasan pemahaman terhadap regulasi teknis desa. Hal ini
menyebabkan BPD lebih berperan sebagai lembaga pemberi persetujuan (approval
body) daripada lembaga legislasi yang aktif dan kritis.

Berbeda dengan itu, BPD Pasindangan menjalankan fungsi legislasi lebih
substantif. Anggota BPD memiliki latar belakang pendidikan S1-S2 dan pengalaman
organisasi yang lebih variatif, sehingga mampu menelaah dokumen perencanaan
desa dan memberikan masukan strategis. Peran legislasi mereka terlihat dalam
penyusunan prioritas pembangunan seperti jalan usaha tani, sarana air bersih,
penguatan Posyandu, program PAUD, serta pengembangan BUMDes. Keterlibatan
BPD dalam proses legislasi lebih menunjukkan ciri deliberative policymaking daripada
sekadar formalitas administratif. Dengan demikian, perbedaan fungsi legislasi BPD
pada kedua desa berbeda karena faktor SDM, kemampuan analisis kebijakan, dan
gaya kepemimpinan internal BPD.

Perbedaan signifikan dalam fungsi legislasi BPD di dua desa menunjukkan
bahwa faktor SDM sangat menentukan efektivitas lembaga tersebut. Desa
Pasindangan, dengan anggota BPD yang berpendidikan tinggi dan memiliki
pengalaman organisasi, mampu menjalankan proses legislasi dengan lebih
substansial. Mereka tidak hanya menyetujui rancangan kebijakan, tetapi juga
memberikan masukan konstruktif terkait prioritas pembangunan, pengelolaan
anggaran, dan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencerminkan policy
capacity yang kuat, yakni kemampuan aktor lokal dalam memahami permasalahan,
mengolah informasi, dan merumuskan solusi kebijakan (Wu et al., 2015).

Sebaliknya, BPD Cinoyong cenderung menjalankan fungsi legislasi secara
formalitas. Keterbatasan pendidikan anggota BPD, ditambah minimnya pengalaman
dalam memahami dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan APBDes,
menyebabkan mereka tidak mampu melakukan analisis kebijakan secara kritis.
Praktik ini selaras dengan temuan Suharyanto & Firmansyah (2022) yang menyatakan
bahwa banyak BPD di desa tertinggal menjalankan fungsi legislasi secara prosedural
karena keterbatasan kapasitas teknis.
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Peran Pengawasan: Antara Administratif dan Substantif

Fungsi pengawasan BPD mencakup mengawasi kinerja pemerintah desa,
pelaksanaan pembangunan, serta transparansi pengelolaan APBDes. Di Desa
Cinoyong, fungsi pengawasan masih bersifat administratif. BPD memastikan
dokumen seperti APBDes dan laporan realisasi anggaran dipublikasikan, namun
belum mampu melakukan pengawasan teknis, seperti menilai kualitas pembangunan
tisik atau memverifikasi ketepatan sasaran program. Keterbatasan kapasitas teknis
menjadi faktor utama lemahnya pengawasan substantif.

Sebaliknya, BPD Pasindangan menunjukkan kemampuan pengawasan yang
lebih kuat. BPD memantau pembangunan jalan rabat beton, pemerataan bantuan
pertanian, serta penggunaan anggaran desa secara lebih kritis. Mereka juga terlibat
dalam meninjau kegiatan kepemudaan dan pelayanan sosial masyarakat. Kapasitas
pengawasan ini didukung oleh anggota yang memiliki kompetensi teknis dan
pengalaman akademik yang lebih memadai. Dengan kata lain, Pasindangan telah
menunjukkan bentuk accountability control yang lebih matang dibanding Cinoyong
yang masih berada pada tahap dasar administrative oversight. Perbedaan mencolok ini
memperkuat pandangan bahwa efektivitas pengawasan desa sangat ditentukan oleh
kualitas SDM dan relasi antara BPD-Kepala Desa.

Fungsi pengawasan BPD dalam dua desa menunjukkan karakteristik yang
berlawanan. Di Desa Cinoyong, pengawasan lebih bersifat administratif, yakni
memastikan dokumen perencanaan dipublikasikan dan musyawarah desa berjalan.
Namun pengawasan teknis terhadap pembangunan fisik, penggunaan anggaran, atau
pemantauan kualitas program masih sangat terbatas. Keterbatasan ini disebabkan
kurangnya kompetensi teknis anggota BPD dalam membaca laporan anggaran dan
menilai kualitas program.

Sebaliknya, BPD Pasindangan melakukan pengawasan yang lebih
komprehensif. Anggota BPD terlibat dalam peninjauan langsung proyek
pembangunan, mengevaluasi kualitas jalan rabat beton, serta memantau distribusi
bantuan pertanian dan kegiatan pemuda. Pengawasan semacam ini merupakan
praktik substantive oversight dan menjadi indikator akuntabilitas desa yang lebih kuat.
Temuan ini mendukung teori accountability chain yang menyatakan bahwa institusi
representatif yang kuat dapat mengurangi risiko penyelewengan anggaran dan
meningkatkan efektivitas program pembangunan (Agrawal & Ribot, 1999).

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Penyaluran aspirasi adalah fungsi representasi utama BPD. Di Desa Cinoyong,
BPD memiliki kedekatan sosial yang cukup kuat dengan warga karena mayoritas
anggota berasal dari lingkungan sosial yang sama dengan masyarakat. Aspirasi
biasanya disampaikan secara informal melalui pertemuan sosial, interaksi sehari-hari,
atau melalui tokoh masyarakat. Aspirasi yang sering muncul berkaitan dengan jalan
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usaha tani, lampu penerangan, bantuan pupuk, dan program sosial. Namun, tidak
adanya mekanisme dokumentasi aspirasi membuat banyak aspirasi tidak tercatat
secara sistematis dan rawan dipengaruhi kedekatan interpersonal.

Di Desa Pasindangan, penyaluran aspirasi lebih terstruktur. BPD menggunakan
forum musyawarah, kelompok diskusi, serta jalur formal perwakilan RW/RT untuk
menghimpun aspirasi. Aspirasi yang ditangani lebih beragam, termasuk isu
pendidikan PAUD, kegiatan pemuda, pemberdayaan perempuan, kebersihan
lingkungan, dan pengembangan ekonomi desa. Keberagaman latar belakang anggota
BPD —mulai tokoh agama hingga anggota organisasi kepemudaan —membuat
aspirasi dari kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok kecil lebih mudah
terwakili. Analisis menunjukkan bahwa representasi sosial BPD yang lebih beragam
mampu meningkatkan inklusivitas aspirasi masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa pola penyaluran aspirasi masyarakat sangat
ditentukan oleh keragaman representasi sosial dalam struktur BPD. Di Cinoyong,
BPD memiliki kedekatan sosial yang tinggi dengan masyarakat, namun representasi
kelompok perempuan dan pemuda masih lemah. Aspirasi sering disampaikan secara
informal dan tidak terdokumentasi secara baik. Model representasi seperti ini
berpotensi melanggengkan dominasi elite lokal dan menyebabkan kelompok rentan
tidak terwakili.

Sementara di Pasindangan, keragaman profesi dan latar sosial anggota BPD
menyebabkan aspirasi masyarakat lebih inklusif. Kelompok perempuan dapat
menyampaikan kebutuhan PAUD, kesehatan ibu-anak, dan sanitasi lingkungan;
kelompok pemuda menyampaikan aspirasi mengenai pelatihan keterampilan dan
kegiatan sosial; sementara kelompok petani menyampaikan isu produktivitas
pertanian. Pola ini sejalan dengan teori inclusive governance yang menekankan bahwa
institusi yang representatif secara sosial cenderung menghasilkan kebijakan yang
lebih responsif dan berkeadilan (Cornwall & Gaventa, 2001).

Dinamika Relasi BPD dengan Kepala Desa

Relasi antara BPD dan Kepala Desa menjadi faktor kunci keberhasilan
governance desa. Di Cinoyong, hubungan BPD-Kepala Desa relatif harmonis, namun
cenderung bersifat patron-client, sehingga BPD ragu melakukan kontrol kritis atau
memberikan masukan yang tegas. Hal ini mengurangi efektivitas pengawasan. Di
Pasindangan, hubungan BPD-Kepala Desa lebih bersifat kooperatif-kolaboratif, bukan
patronistik. Sikap Kepala Desa yang terbuka, ditambah kemampuan SDM BPD yang
lebih tinggi, mendorong diskusi kebijakan yang lebih substantif dan pengawasan
yang lebih transparan. Relasi yang sehat semacam ini mendukung praktik responsive
governance.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika relasi BPD-Kepala Desa
menjadi faktor krusial dalam menentukan kualitas governance di desa tertinggal. Di
Desa Cinoyong, hubungan yang cenderung patronistik menyebabkan BPD ragu
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melakukan kontrol kritis. Kondisi ini memperlemah fungsi checks and balances yang
seharusnya dipegang oleh BPD. Fenomena ini konsisten dengan teori power asymmetry
yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga representatif
dan eksekutif dapat menurunkan efektivitas pengawasan (Lukes, 2005).

Sebaliknya, di Pasindangan hubungan BPD-Kepala Desa bersifat kolaboratif-
egaliter. Kepala Desa menunjukkan keterbukaan terhadap kritik, sementara BPD
memiliki kepercayaan diri untuk melakukan fungsi kontrol. Dinamika kekuasaan
yang lebih seimbang ini menciptakan co-governance yang mendukung pengambilan
keputusan partisipatif dan peningkatan akuntabilitas.

Hambatan Partisipasi dan Kelembagaan

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah hambatan utama yang memengaruhi
efektivitas partisipasi masyarakat dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam pembangunan desa tertinggal. Hambatan pertama adalah keterbatasan sumber
daya manusia, terutama di Desa Cinoyong, yang ditandai oleh rendahnya literasi
regulasi, kemampuan membaca dan menganalisis dokumen APBDes, serta
pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan. Keterbatasan ini
berdampak langsung pada rendahnya kualitas legislasi dan pengawasan BPD.
Hambatan kedua terkait minimnya dokumentasi aspirasi masyarakat, yang membuat
aspirasi warga sering kali bersifat informal, tidak tercatat, dan sulit dievaluasi secara
sistematis. Selain itu, dominasi tokoh Ilokal dalam ruang-ruang partisipasi
menyebabkan suara kelompok perempuan dan pemuda kurang terakomodasi,
mempersempit inklusivitas proses pembangunan desa. Hambatan berikutnya adalah
partisipasi masyarakat yang tidak merata, terutama dalam isu teknis pembangunan,
pengawasan anggaran, serta proses evaluasi program, sehingga membuat
keterlibatan warga lebih banyak bersifat seremonial daripada substantif. Terakhir,
keterbatasan regenerasi kepemimpinan, khususnya pada desa dengan anggota BPD
berusia lanjut, menghambat inovasi serta pembaruan perspektif dalam tata kelola
desa. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penguatan
kapasitas institusional dan sosial menjadi prasyarat penting bagi terciptanya tata
kelola pembangunan desa yang lebih responsif dan partisipatif. Hambatan-hambatan
tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola desa tertinggal menghadapi kendala
struktural maupun kultural.

Penelitian ini menegaskan bahwa desa tertinggal menghadapi permasalahan
struktural yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dan peran BPD, antara
lain keterbatasan pendidikan warga, minimnya fasilitas informasi, ketergantungan
pada elite lokal, serta lemahnya dokumentasi aspirasi. Hambatan ini memperlihatkan
bahwa pembangunan kelembagaan desa tertinggal memerlukan pendekatan yang
berbeda dengan desa berkembang. Hal ini sesuai dengan perspektif institutionalism
yang menyatakan bahwa institusi lemah cenderung mereproduksi praktik tata kelola
yang tidak efektif (North, 1990). Oleh karena itu, penguatan BPD dan partisipasi
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masyarakat membutuhkan intervensi sistemik, termasuk pelatihan teknis,
peningkatan literasi warga, serta penyediaan sarana informasi desa.

Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Peran BPD

Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan peran
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk hubungan timbal balik yang saling
menguatkan dalam tata kelola pembangunan desa tertinggal. Temuan dari Desa
Pasindangan memperlihatkan bahwa ketika BPD memiliki kapasitas teknis yang
memadai serta representasi sosial yang beragam, partisipasi masyarakat meningkat
baik dari sisi jumlah maupun kualitas keterlibatan. Warga tidak hanya hadir dalam
musyawarah, tetapi juga terlibat dalam diskusi substansial dan pengawasan program
pembangunan. Sebaliknya, kondisi di Desa Cinoyong menunjukkan bahwa
keterbatasan kapasitas BPD, terutama dalam aspek literasi regulatif dan kemampuan
analisis kebijakan, berdampak langsung pada rendahnya partisipasi deliberatif
masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa BPD berperan sebagai fasilitator yang dapat
membuka ruang partisipatif ketika memiliki kemampuan dan kepercayaan diri
institusional yang kuat.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga menjadi sumber legitimasi bagi BPD,
karena tanpa aspirasi warga, fungsi legislasi dan pengawasan kehilangan dasar
representatifnya. Oleh karena itu, tata kelola desa yang responsif menuntut adanya
interaksi yang seimbang antara kapasitas BPD dan keaktifan warga dalam forum-
forum desa. Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa keberhasilan governance
desa tertinggal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi atau struktur
kelembagaan formal, tetapi terutama oleh kualitas hubungan sosial-politik yang
terbangun antara masyarakat dan BPD sebagai lembaga representatif.

Dapat menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan peran BPD bukan
variabel yang berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi. Desa yang memiliki
BPD kuat menghasilkan partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas; sebaliknya,
partisipasi masyarakat yang kuat memberikan legitimasi dan energi bagi BPD untuk
menjalankan fungsinya. Hubungan timbal balik ini mendukung model responsive
governance yang menempatkan masyarakat sebagai aktor sentral dalam tata kelola
desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas tata kelola pembangunan desa
tertinggal sangat ditentukan oleh keterhubungan antara partisipasi masyarakat dan
kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa desa dengan BPD yang memiliki kompetensi teknis, keragaman
representasi sosial, dan hubungan yang seimbang dengan Kepala Desa (seperti
Pasindangan) mampu mendorong partisipasi masyarakat yang lebih deliberatif,
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inklusif, dan berorientasi pada keputusan bersama. Sebaliknya, keterbatasan SDM
BPD, dominasi elite desa, dan lemahnya dokumentasi aspirasi (seperti di Desa
Cinoyong) menyebabkan partisipasi masyarakat terjebak pada level instrumental dan
tidak mampu memengaruhi kebijakan secara signifikan. Dengan demikian,
keberhasilan governance desa tertinggal bukan hanya bergantung pada regulasi atau
dukungan anggaran, tetapi terutama pada kekuatan institusi representatif desa dan
kualitas relasi sosial-politik di tingkat desa.
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